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Abstract: Law enforcement is a necessity carried out by the state in protecting its citizens, 

because law enforcement is upholding the values of truth and justice. Efforts to combat crime with 

criminal law are essentially part of criminal law enforcement efforts. Criminal law enforcement is 

realized through a legal policy which is part of national legal politics. This involves various 

elements in the country, from legislators, law enforcement officers, to citizens. The focus of the 

discussion in this paper is how criminal law enforcement policies are related to crime prevention. 

The discussion in this journal consists of four main points, namely law enforcement policy. This 

study concludes that criminal law enforcement policies can begin with the formation of 

appropriate legal products that are in line with societal developments. The obstacles faced by law 

enforcement can originate from legislation, law enforcement officials, and the legal culture of 

society. 
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Abstrak: Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam 

melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian 

dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu 

kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai 

unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga 

negara. Fokus pembahasan makalah ini adalah bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana 

terhadap penanggulangan kejahatan. Pembahasan jurnal ini terdiri dari empat poin utama, yaitu 

kebijakan penegakan hukum. Kajian ini berkesimpulan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana 

dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi penegakan hukum dapat bersumber dari perundang-

undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. 

Kata Kunci: kebijakan hukum, penegakan hokum, sistem peradilan pidana.
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PENDAHULUAN 

Pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak lain memiliki suatu 

tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Erfandi, 2016). Tujuan 

atau cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial”. Menurut M. Solly Lubis, “melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah” mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan 

yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam 

masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materiil, fisik maupun 

mental, melalui tata hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Selain itu, UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara 

Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaaan belaka 

(machstaat). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan 

berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Tujuan 

dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan 

hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat 

negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang 

menjamin terlaksananya aturan- aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat 

untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum 

tersebut merupakan bentuk dari penegakan hokum (Barda, 2011:3). 

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam 

melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang 

mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram 

sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum 

pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini 

menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak 

pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan 

keadilannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Melibatkan strategi atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pendidik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Metode ini dapat mencakup ceramah, 

diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi.. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan 

kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan 

merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan 

hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari 

kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta 

ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan 

dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau 

kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan 
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hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai 

disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat 

sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih 

luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan 

perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang- undangan pidana, hal ini 

selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan 

pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan 

komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin 

sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional 

pada umumnya (Barda, 2014: 24). 

Marc Ancel, dalam Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa tiap masyarakat yang 

terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: 1) peraturan-peraturan 

hukum pidana dan sanksinya, 2) suatu prosedur hukum pidana, dan 3) suatu mekanisme 

pelaksanaan pidana. 

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada 

hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan 

hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat 

oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, 

sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian 

dari kebijakan penegakan hukum (law enfocement policy).  

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang 

(hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan 

masyarakat (social defence), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social 

welfare), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian 

integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) itu sendiri 

dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian 

social policy sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defence 

policy (Najih, 2008: 32). 

Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa 

keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan 

melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek 

represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat 

dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat 

selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari 

kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana 

dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi 

dipersoalkan. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau 

pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana 

itu (Barda, 2010: 156-157). 

Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional 

yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan 

kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara 

terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa 

kebijakan kriminalisasi (criminalization policy), kebijakan pemidanaan (punishment 

policy), kebijakan pengadilan pidana (criminal justice policy), 
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kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), kebijakan administratif 

(administrative policy). 

Berdasarkan bagian-bagian kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana 

tersebut di atas, maka dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup 

ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana 

formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Karena itu, kebijakan hukum pidana 

tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum. Selain itu, 

kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan upaya menentukan ke arah mana 

pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat 

penegakannya saat ini. 

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu 

pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut law enforcement 

atau bahasa Belanda handhaving merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan- keinginan hukum di sini tidak lain 

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan 

hokum (Rahardjo, 2005: 15). Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara 

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan 

perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2005:3). 

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan 

hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini: 

1. Faktor hukumnya sendiri 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan 

kepastian hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) dapat terlaksana dengan 

baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundang-

undangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, 

jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena 

peraturan. Ketiga hal tersebut akan dibahas di bawah ini. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan 

kriminal yang menjadi pilihan bagi penyelenggara negara (legislatif, yudikatif, eksekutif) 

di Indonesia merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan dan mewujudkan ketertiban dan 

kesejahteraan sosial. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan 

kejahatan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dimulai dengan 

pembentukan produk hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya aturan hukum pidana yang 

terkait dengan perkembangan teknologi informasi, internet, dan bentuk-bentuk transaksi 

elektronik, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 
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